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KATA PENGANTAR

akhirnya Studi Literatur ini selesaikan juga meskipun
mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber
kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada
kualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan
penelaahan.

Adapun penulisan laporan tentang "Telaah Keikutsertaan
Unsur-unsur Pengelola Keluarga Berencana Desa dalam Meningkatkan
Program Keluarga Berencana di Pedesaan dimaksud untuk melihat
peranan dan usaha pengelola keluarga berencana \O, pedesaan dan

memperoleh informasi dari berbagai literatur.

Selanjutnya ucapkan terimakasih. wani sampaikan kepada
lembaga-lembaga kepustakaan dan pjihak Yain yang memberikan

berbagai informasi dalam mencari syg@b€r/penulisan.

Besar harapan mudah-mudalrap penulisan studi pustaka ini
dapat bermanfaat dan mampy némberikan sumbangan bagi khasanah
ilmu pengetahuan setiap peibata.

Atas segala banpt¥amn,/ bimbingan dan nasehat serta budi baik
yang diberikan kepa¥ia/penulis, senantiasa mendapat balasan yang

berlipat ganda.

Jakarta, Pebruari 199%
Penulis,
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BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual. Di samping itu, pembangunan nasional dilaksanakan
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia
seutuhnya berarti membangun insan Indonesia yang selaras, serasi
dan seimbang lahir dan batin antara kemajuan bidang material dan
spiritual (GBHN,1993).

Untuk lebih memberikan arah bagi pelnvwiudan cita-cita
pembangunan setiap sektor dan tahap, \pgmbangunan, harus
direncanakan dan dilaksanakan secara teppafly yang didukung dengan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tefat\ gina dan terkoordinasi
satu sama lain. Dalam setiap usdha Vpembangunan di Indonesia,
perkembangan penduduk yang beyIangsung dengan cepat merupakan
salah satu masalah pokok di{“hiftang kependudukan. Dari hasil
sensus penduduk diketahyl “oahwa reit perkembangan penduduk
Indonesia dari tahun 1988+ 8ampai dengan tahun 1990 adalah 1.97
persen per tahun (BPS{1593j. Bila perkembangan penduduk ini tetap
dibiarkan pada tingklty vang tinggi, maka tanpa pengendalian yang
segera, akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan
kesejahteraanSreXxyat di berbagai bidang. Oleh karena itu dalam
perencanaaly, pembangunan, perimbangan mengenai pengendalian
pertumbuhan dan persebaran penduduk memperoleh tempat yang cukup
penting.

Faktor kelahiran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan penduduk Indonesia, sehingga untuk itu perlu
dilakukan usaha-usaha penurunan tingkat kelahiran (Said Rusli,
1983) . Salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk
menanggulangi masalah kependudukan, terutama dalam hal

pengendalian angka fertilitas adalah pelaksanaan program keluarga
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berencana. Program ini telah berjalan sejak tahun 1970, yang
dimulai di propinsi-propinsi Jawa dan Bali.

Program keluarga berencana merupakan usaha langsung yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara
membatasi serta menunda Kkelahiran melalui penggunaan alat
kontrasepsi secara luwes dan berkesinambungan. Program keluarga
berencana yang sudah menunjukkan hasil-hasil yang positif selama
ini perlu diperluas, diintensifkan dan dipercepat pelaksanaannya.

Dalam Repelita V pelaksanaan program Keluarga Berencana
ditujukan antara lain untuk membantu tercapainya sasaran
penurunan tingkat kelahiran, meningkatkan jumlah peserta KB,
meningkatkan peran serta tanggung jawab keluargq dan masyarakat
dalam pengelolaan program keluarga berencauasy meluaskan dan
mengintensifkan program KB di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan di awal Repelita VI pada PJPTA{E Ari, program keluarga
berencana nasional diarahkan untu} mambangun keluarga kecil
sejahtera yang makin mandiri, selfapv/keluarga diharapkan ikut
serta secara aktif membangun @Keluafganya sendiri sejak dini.
Untuk itu seluruh masyarakat, §&pdf¥a sadar harus lebih bertanggung
jawab terhadap program keliakga berencana pada keluarganya.

Unsur-unsur pengelo?n’ /KB Desa merupakan unsur pelaksana
program KB Nasional{di- tingkat desa yang berfungsi sebagai
motivator. Adapun \0dsur-unsur pengelola keluarga berencana desa
adalah Petugag\ "Bapang Keluarga Berencana (PLKB} , tokoh
masyarakat, k&Fada desa serta institusi masyarakat.

Dengan\ skrakin meningkatnya partisipasi masyarakat dan
meningkatnya kemandirian masyarakat, serta meluasnya keterpaduan
kegiatan-kegiatan program KB Nasional, maka peningkatan kualitas
pelayanan oleh pengelola KB terus dilaksnakan, karena
keberhasilan program KB Nasional tidak terlepas dari peranan yang
dibawakannya. Untuk mencapai keberhasilan program KB di desa
diperlukan pengembangan potensi kepemimpinan adalah sebagai suatu
proses dalam mempengaruhi individu-individu di dalam berbagai

situasi tertentu. Kepemimpinan tersebut merefleksikan kemampuan
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vang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi tindakan orang
lain, khususnya membantu kelompok dalam menentukan respon yang
diinginkannya sehingga mereka mau menjalankannya secara sukarela
(Mugniesyah, 1986). Sama halnya dengan Herujito {(1988), yang
menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi
perilaku manusia dan untuk mengendalikan orang-orang dalam
organisasi agar perilaku mereka sesual dengan perilaku yang
diinginkan oleh pemimpin. Seseorang dapat disebut pemimpin jika
orang tersebut dapat wmempengaruhi orang lain dalam mencapai
suatu tujuan tertentu.

Lewin, Lippit dan White dalam Goldberg {(1985) membagi tiga
gaya kepemimpinan yaitu gaya otoriter, demokrafibs, dan laissez
faire. Gaya kepemimpinan otoriter adalah pemifipi= iebih cenderung
menentukan kebijaksanaan kelompok tanpa\bkrkonsultasi dulu
pada anggota kelompok. Komunikasi dalam kelompok dilakukan
melalui pemimpin, para anggota/ t9ddk dianjurkan untuk
berkomunikasi secara langsung. &aya kepemimpinan demokratis
adalah pemimpin yang mampu mengdtahkan diri sendiri dan berusaha
menyajikan kepada pengikutnfe.SkWatu kesempatan untuk tumbuh,
berkembang dan bertindak s€n¥iri. Gaya kepemimpinan laissez faire
adalah pemimpin selalu W¥esy3zha menghindari suatu tanggung jawab
terhadap para pengikutpye,

Badan Koordindsi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
menyatakan para\peiagelola KB desa harus menjadi pemimpin yang
mendukung kom@rrikasi diantara para anggota kelompok dengan cara
mendorong Mereka untuk menentukan sendiri kebijaksanaan dan
kegiatan keldmpok, jadi ada suatu kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang. Pemimpin seperti ini menurut penelitian Lewin, Lippit

dan White dapat digolongkan dalam gaya kepemimpinan demokratis.
2. Permasalahan

Partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerjasama sukarela

merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan
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diarahkan untuk mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia

dan alam, termasuk mendayagunakan pemimpin di desa dan agen

peubah lainnya. Salah satu diantaranya adalah pengelola program
keluarga berencana di desa.

Keberhasilan program keluarga berencana tidak lepas dari
peranan pengelola keluarga berencana desa yang berpartisipasi
bagl penyebaran program keluarga berencana. Peranan kepemimpinan
yvang dibawakannya menentukan keberhasilan usaha penyebaran
program keluarga berencana di desa.

Sehubungan dengan program keluarga berencana desa tersebut
maka permasalahan yang perlu ditelaah adalah:

1. Sejumlah keikutsertaan atau peranan pengglola keluarga
berencana desa dalam meningkatan program kélwalga berencana di
pedesaan ?

2. Sejauhmana peranan pemerintah dalam ssitbisia pengelola program

keluarga berencana desa ?
3. Tujus@i_Pentlisan

Penulisan studi pustaKa\ini bertujuan:
1. Mengetahui peranan pengelola keluarga berencana desa dalam
meningkatkan progrép~keluarga berencana di pedesaan
2. Mengetahui usaha\¢ang dilakukan pemerintah dalam membina para

pengelola prograen keluarga berencana desa.
4. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan studi pustaka ini
adalah berdasarkan penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan
masalah yang menjadi topik dari studi pustaka ini. Bahan-bahan
kepustakaan ini bersumber dari buku-buku dan laporan penelitian
yang ada di beberapa perpustakaan dan perpustakaan di instansi

lain, misalnya BKKEN.
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BAB II. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Sejarah program KB di Indonesia secara formal diawali
keikutsertaan Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi PBB
tentang Kependudukan (United Nations Declaration on Population)
yang diikuti dengan berdirinya Lembaga Lembaga Keluarga Berencana
Nasional (LKBN) pada tahun 1969. Pada tahun 1970, LKBN berubah
menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
yang sekaligus mengubah statusnya dari lembaga semi Pemerintah
menjadi lembaga yang dikelola secara penuh oleh pemerintah.

Sejak itu, program keluarga berencana telah mengalami
berbagai perkembangan yang menarik. Salah satu pgpkembangan yang
erat hubungannya dengan perkembangan keluargq—kerencana adalah
disahkannya RUU kependudukan dari Pembanguuien)Xeluarga Sejahtera
sebagai Undang-undang Nomor 10 tahum 992, Disahkannya UU
Kependudukan ini menggambarkan babwa "program KB Nasional
merupakan suatu tujuan pembangunafn ye2g harus disukseskan oleh

Bangsa Indonesia.
A. Prdgkxan KB Nasional

Pembangunan prégiamn” keluarga berencana nasional dalam
Pembangunan Jangka \Panjang Pertama, telah berhasil meletakkan
landasan bagi profels pengembangan dan pembudayaan Norma Keluarga
Kecil BahagiaSedahtera. Secara demografis, hasil Sensus Penduduk
memperlihathan) £felah terjadi penerunan Laju Pertumbuhan Penduduk
dari 2.32 persen pada periode 1971-1980 menjadi 1.97 persen pada
periocde 1980-1990.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin rendah tersebut
adalah dampak semakin bertambahnya jumlah peserta keluarga
berencana dari tahun ke tahun berikutnya, serta semakin
meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai

kegiatan program KB Nasional (BKKBN, 1991).
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Dari keberhasilan penurunan tingkat kelahiran tersebut,
Indonesia dapat menekan ledakan jumlah penduduk, sehingga dengan
kondisi seperti itu usaha peningkatan kualitas penduduk akan
mudah tercapai, karena penyediaan sarana hidup dengan jumlah
penduduk menjadi seimbang. Oleh karena itu program keluarga
berencana nasional penting bagi usaha peningkatan kualitas hidup
penduduk yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program keluarga berencana dilakukan
suatu pendekatan yang mengarah kepada pengalihan tanggung Jjawab
pengelola dari pemerintah kepada masyarakat, pengembangan
pelayanan dan pengayoman terhadap sasaran serta peningkatan daya
guna dan hasil guna dari pengelola program.

Selaku badan koordinasi, tugas pokok\/Baian Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional adalah mengkookdindsi program dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dap pépiiaian (BKKBN, 1994).
Pelaksanaan program keluarga berencapd telzh dilakukan dengan dua
cara. Pertama, komunikasi, informasiv/dan edukasi (KIE) yaitu
melalui penerangan massa, penerangan kelompok serta penerangan
tetap muka. Adapun upaya-updya ~KIE dilaksanakan adalah untuk
menciptakan perilaku masyarakat, keluarga dan indiwvidu yang
mengubah posisi kesertadpaysa karena ajakan dan motivasi menjadi
kesertaan yang tumbul 4&ari kesadaran pribadi. Oleh karena itu,
maka program KIE daidksdnakan untuk memberikan informasi tentang
kemudahan, kelantardn dan keuntungan bagi peserta KB. Supaya
program KB d¥pes melembaga, kegiatan penyuluhan KB dilakukan
dengan meng&unihkan semua saluran komunikasi yang ada, baik secara
interpersonal’ yakni para pengelola itu sendiri dan melalui media
massa seperti TV, radio, majalah, surat kabar atau media cetak
lainnya. Kedua, Pelayanan kontrasepsi yaitu melalui klinik-klinik
keluarga berencana dan rumah sakit-rumah sakit. Adapun tujuan
dari pelayanan kontrasepsi ini adalah: (1) Meningkatkan dan
nemantapkan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, (2)
Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendatangi tempat-

tempat pelayanan kontrasepsi, (3) Meningkatkan partisipasi pria
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dalam pemakaian alat kontrasepsi dan mendorong kesediaannya dalam
memotivasi isteri mereka agar berkeluarga berencana secara aktif,
(4) Mengembangkan dan memantapkan pola pemakaian kontrasepsi yang
rasional (tabel.l), dan (5) Menjamin agar kualitas kontrasepsi
yang sebaik-baiknya sampai di tangan konsumen.

Sampai akhir Pelita V data menunjukkan bahwa jumlah peserta
KB baru adalah sebesar 21.137.327 peserta. Secara keseluruhan,
jumlah peserta KB Baru selama lima pelita sebesar 71.634.005
peserta atau 99.8% dari seluruh sasaran yang telah ditetapkan
{BKKBN, 1993), {(Lampiran 2).

Untuk mencapai tujuan program yaitu méngendalikan tingkat
pertumbuhan penduduk dan dihayatinya norma keluafgp, kecil bahagia
dan sejahtera maka perlu adanya suatu kebijddesahaan nasional.
Kebijaksanaan Program KB Nasional diarahken) pada pengembangan
penduduk dan keluarga sebagai potensi ,sufiber daya manusia yang
tangguh agar mampu mendukung kKégratan pembangunan yang
berkelanjutan serta mengendalikan /Zajw/pertumbuhan penduduk agar
dapat dicapai keseimbangan a@tara” pertumbuhan penduduk dan
pertumbuhan ekonomi sehingga (Bpf#ajud peningkatan kesejahteraan
keluarga.

Dalam rangka mentépielvdhkan kebijaksanaan tersebut dalam
bentuk kegiatan opgiaeicnal, program kependudukan keluarga
berencana menganut \&trategi yang diformulasikan ke dalam (1)
panca karya dan N233tersedianya serta terlaksananya dukungan yang
memadai dalamSedode, tenaga, sarana dan dana.

Stratedi banca karya bertujuan untuk (a) mendorong pasangan
usia subur yang isterinya belum berusia 30 tahun dan atau jumlah
anak kurang 3 orang agar mempunyai anak maksimal 2 orang, (b)
membantu pasangan usia subur yang isterinya berusia lebih dari 30
tahun atau anaknya lebih 3 orang agar tidak menambah jumlah anak
sehingga meraka mampu berkaya, (c¢) mengarahkan generasi muda
untuk menghayati norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera
(NKKBS) sebagail cara hidup yang layak dan bertanggung jawab,

(d) memperkuat proses pelembagaan secara fisik dalam usaha KB,
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(e) memperkuat proses pelembagaan yang bergifat mental spritual
dan lebih bersifat dukungan psikologis, untuk membantumemberikan
isi keyakinan mental dan memberi ketenangan batin bagi peserta KB
(BKKBN, 1993). _

Arah kebijaksanaan dan strategi ini adalah berfungsi untuk
menyelesaikan perkiraan pemenuhan kebutuhan peserta KB baru
maupun KB aktif dan penyebarluasan pelembagaan kependudukan serta
pembangunan keluarga sejahtera. Untuk menunjang keberhasilan
operasional pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera
sebagaimana diamanatkan UU No.10/1992, program dan kegiatan yang
diprioritaskan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
adalah: (1) Pendataan keluarga sejahtera, ()~ Pengembangan
kependudukan, (3) Kerjasama internasional, diawC=ranya:

a. Sebagai hasil keputusan KTT kelompok J15\di”Kuala Lumpur dan
Caracas, Indonesia ditunjuk sebagai pgengambil inisiatif

b. Indonesia dipercaya mewakili Asda ‘dalam pembentukan suatu
komisi internasional untu¥ Wwémpersiapkan konfrensi
kependudukan dunia 1994

c. Tahun 1992 Indonesia menyqbariggarakan pertemuan kependudukan
Asia-Pasifik IV, tentand Wsdha mengembangkan kebijaksanaan dan
strategi kependudukaifsdan” pembangunan berkelanjutan memasuki

abad 21, dan kerjaSaimer lainnya.

Melihat pebdkémbangan dan keberhasilan ini maka beban yang
lebih berat @¥ar» dihadapi di masa mendatang, selain memelihara
keberhasilal, yang telah dicapai, dituntut untuk mengembangkan
fungsi dan tugas agar dapat menyesuaikan diri dengan gerakan

masyarakat, selaras dengan amanat UU No.10 tahun 18232.
B. Program Keluarga Berencana di Desa
Pengelola program keluarga berencana di tingkat desa sangat

mempengaruhi keberhasilan tujuan program keluarga berencana

nasional. Dalam program keluarga berencana nasional peranan
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masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin berkembang, baik
jumlah maupun aktivitas dan peranannya. Upaya menumbuhkan
institusi masyarakat merupakan suatu proses yang cukup panjang
dan memerlukan persiapan yang mantang, agar warga masyarakat
dapat tersentuh hati, bahwa program keluarga berencana nasional
merupakan suatu tuntutan. Selain itu pula upaya ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penggarapan program
keluarga berencana pada tingkat kecamatan dan desa.

Dalam kerangka inilah penumbuhan institusi tersebut
dilakukan melalui pertemuan desa yang disebut musyawarah
masyarakat desa, rembug desa ataupun sebutan lainnya.

Guna mencapai hasil kegiatan yang optima{pwmaka jalannya
kegiatan ditingkat desa/kelurahan harus be%wralzn dalam suatu
mekanisme kegiatan. Mekanisme kegiatan yan@, tlkedah baku ini pada
akhirnya akan dilaksanakan oleh para p¥ngelola dan pelaksana
program KB Nasional di tingkat desa.

Secara rinci Badan Koordinash, Keffuarga Berencana Nasional
merumuskan mekanisme kegiatan pyOgram’ KB di desa sebagai berikut:
(1) kepala desa menerima reffeand” kegiatan dari kecamatan yang
merupakan hasil Rakor KR’ kecamatan, (2) berdasarkan rencana
tersebut, maka kepala deSa=Dersama PLKB mempersiapkan pelaksanaan
Rakor Desa, (3) Rako& /Besa merupakan forum kesepakatan rencana
kegiatan dalam ragigke,perpaduan kegiatan antar petugas, baik
dalam rangka komubhkdsi, informasi dan edukasi maupun pelayanan
dengan kégiauu: institusi masyarakat, (4) persiapan desa
merupakan uRaya’ penerangan motivasi oleh PLKB, tokoh masyarakat
dan institusi dalam rangka mencari peserta KB baru, membina
peserta KB lama dan pelaksana integrasi yang akan dilayani oleh
petugas, (5) kegiatan institusi masyarakat adalah kegiatan
institusi yang berkaitan dengan persiapan desa dalam rangka
mempersiapkan pelayanan, (6) pelayanan mwedis bisa dilaksanakan
secara terpadu dengan program kesehatan di posyandu atau melalui

kegiatan TKBK yang hanya melayani peserta KB, {7) pencatatan
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hasil pelayanan oleh PLKB bersama institusi dalam PUS dan peserta
KB (BKKBN, 1986), (Lampiran 5)

Selain ketujuh tahapan kegiatan tersebut, maka PLKB perlu
mengadakan pendekatan secara non formal sehingga PLKB dapat
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat serta terjadi hubungan
erat antara PLKB dengan kepala desa, serta tokoh masyarakat

lainnya.
C. Kontrasepsi

Program KB merupakan usaha langsung yang bertujuan
mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan qcsa kontrasepsi.
Berhasil tidaknya pelaksanaan program KB akKa r=menentukan pula
berhasil tidaknya pelaksanaan usaha mewujudRan)kesejahteraan bagi
Indonesia (Kurniawati, 1984). Yang dimak#id dengan kontrasepsi
adalah alat atau cara yang digunakaw anRtuk menghindari/mencegah
terjadinya kehamilan (Depkes, 1983) .V /Pada umumnya cara/metode
kontrasepsi dapat dibagi menjgdi: A1) metode sederhana, yaitu
tanpa alat/obat dan dengan al{uitbat kondom, diafragma atau cap
yalli dan cairan berbusa. “serta tablet Dberbusa, {2) metode
efektif, yaitu dengan (p#l%KB, AKDR (Alat kontrasepsi dalam
rahim) /IUD, SuntikaanE, dan susuk KB, (3) metode mantap dengan
cara operasi yaity “fukdéktomi (pada wanita) dan vasektomi (pada
pria) .

Untuk dafacaméwujudkan pelaksanaan pola perencanaan keluarga
dengan baik\makd diperlukan penggunaan kontrasepsi yang rasional
yang sifatnya sesuai dengan ciri-ciri setiap masa (periode)

perencana keluarga tersebut (tabel 1).
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Tabel 1. Bagan Penggunaan Kontrasepsi Yang Ragional

| Masa | Masa ! Masa |
| Menunda Kesuburan| Mengatur Kesuburan |Mengakhiri Kesuburan |
| (Kehamilan) | (Menjarangkan Kehamilan)| (Tidak hamil lagl} |
| 1 | IIa | IIb | IIIa | ITIb |

[ 20| thn | 30|thn 35|thn |
|- Pil | -AKDR | -AKDR | -Kontrasep | -Kontrasep |
| | | | si Mantap| si Mantap|
|- AKDR |-Pil |-Suntikan  |-Susuk KB |-AKDR |
|- Cara sederhana |-Suntikan [-Susuk KB  |-AKDR | -Susuk KB |
| | -Cara seder|-Pil | -suntikan\[PsSuntikan |
l | hana | | ; l
| I | -cara seder |-Pil | -cara se |
| | | hana | | derhana |
| | | | Maye se  |-Pil |
| | | f~defhana | |

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 1 menunjukkan bagaimawa \p€rencanaan keluarga menuju keluarga

kecil bahagia dan sejahtera:

1. Masa menunda kehamilafl Jbagi pasangan usia subur dengan isteri
usia dibawah 20 scafun, dianjurkan untuk menunda kehamilannya.
Kontrasepsi yany WiSarankan adalah pil disusul AKDR, dan cara
sederhana.

2. Masa mengdfur kesuburan (menjarangkan kehamilan) periode usia
isteri anber’ 20-30 tahun merupakan periode usia yang paling baik
untuk melahirkan dengan jumlah anak dua orang dan jarak antara
kelahiran anak 2-3 tahun. Kontragepsi yang disarankan adalah
AKDR, disusul pil/suntikan, cara sederhana dan susuk KB.

3. Masa mengakhiri kesuburan (tidak hamil lagi) periode usia isteri
di atas 30 tahun sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah

mempunyai anak 2 orang. Kontrasepsi yang disaranakan adalah
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kontrasepsi mantap, disusul susuk KB, AKDR, pil dan cara

sederhana.

Ditinjau dari perkembangan penggunaan metode kontrasepsi
hingga Pelita V, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (1993) peserta KB baru berkisar pada pil 45.5%, suntikan
23.3% dan IUD 20.3% (lampiran 5). Sedangkan peserta KB aktif
berkisar pada pil 32.6% dan IUD 24.5%, selanjutnya peminat
kontrasepsi lainnya berangsur-angsur mengalami peningkatan yang
cukup berarti misalnya kontrasepsi suntikan 28.4% (lampiran 4).
dari data ini terlihat bahwa para peserta KB lebih menyukai alat
kontrasepsi pil, hal ini disebabkan karena alqguU kontrasepsi pil
mempunyai keuntungan dimana sangat efektif dau Jega tidak terganggu
senggama (Depkes, 1991).

Pilihan kontrasepsi sangat dipentukan oleh pengetahuan
akseptor akan kontrasepsi tersebut. /Mal whi erat kaitannya dengan
mutu pelayanan KIE medis oleh petdgasVKepada calon akseptor, yang
pada gilirannya ditentukan ol¢h, tingkat pendidikan serta latar
belakang sosial budaya. Tetafiipyang menjadi prinsip adalah norma
keluarga kecil bahagia dah\gejahtera. Bila prinsip ini dihayati
maka untuk melaksanakan (prilldip ini, penggunaan kontrasepsi apapun
dapat diterima, kargha=kontrasepsi apapun yang digunakan dengan
cara yang benar ada¥ak jauh lebih aman daripada tidak menggunakan

kontrasepsi same\sekali.
BAB III. UNSUR-UNSUR PENGELOLA KB DESA
1. Pengertian dan Ciri-ciri Pengelola KB Desa
Pengertian pengelola keluarga berencana desa dapat
dijelaskan dengan menelaah terlebih dahulu definisi dari
pengelola desa itu sendiri. Pengelola desa menurut Soerjono
Soekanto (1987) adalah seseorang yang mampu berperan sebagail
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pemimpin, mau mengelola dan menggerakkan aktivitas-aktivitas yang
ada di masyarakat, serta memberikan arahan motivasi secara
terarah dan jelas. Sama halnya dengan Buddy Prasadja (1974), yang
mengatakan bahwa pengelola desa adalah pemimpin-pemimpin desa
baik formal maupun informal, seperti kepala desa dan tokch
masyarakat, juga institusi-institusi masyarakat yang secara
sukarela mau berperan aktif dalam mengelola dan membangun desanya
demi kepentingan orang banyak. Berdasarkan pendapat di atas maka
seorang pengelola desa dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin
yang secara sukarela mau mengelola dan menggerakkan aktivitas-
aktivitas yang ada di masyarakat, serta memberikan arahan dan
motivasi secara terarah dan jelas, yang bertujuan sntuk membangun
desanya demi kepentingan orang banyak. Mengago dari pengertian
pengelola desa tersebut maka pengelola keiyarda berencana desa
adalah seseorang yang mampu menjadj enimpin, yang secara
sukarela mau megelola dan menggerakkafl,program keluarga berencana
yvang ada di desanya.

Badan Koordinasi Keluargg RBeréncana Nasional menekankan
bahwa pengelola keluarga beréipdiida desa adalah orang yang mampu
memimpin secara sukarela, {fiak membina dan mengajak warganya untuk
berpartisipasi dalam (prpytram keluarga berencana. Seorang
pengelola harus menj&de~panutan bagi masyarakatnya dan secara
langsung menangaqi( prfogram KB dan juga mampu meyakinkan
masyarakat temgdng” pentingnya program KB bagi kehidupan
masyarakat if@sendiri (BKKBN, 1986). Dengan demikian, pengelcla
keluarga DbWwremcana desa diharapkan mampu menjadi pemimpin
dikalangan masyarakat desa dan berperan sebagai pengendali
operasional program KB Nasional di tingkat desa.

Pemimpin menurut Herujito (1988) dapat diartikan sebagai
individu yang memiliki program atau rencana dan bersama-sama
anggota bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.
Sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi
individu-individu di dalam berbagai situasi. Kepemimpinan

tersebut merefleksikan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin
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untuk mempengaruhi tindakan orang lain khususnya membantu
kelompok dalam menentukan respon yang dinginkannya sehingga
mereka mau menjalankannya secara sukarela (Mugniesyah, 1986) .

Mengacu pada pengertian pemimpin dan kepemimpinan tersebut,
pengelola keluarga berencana desa dituntut dapat mengembangkan
potensi kepemimpinannya dengan memantapkan dukungan dari
masyarakat desa.

Pengelola menurut Mahmudin (1983) dapat dikatakan sebagai
pemimpin yang baik terhadap masyarakat di desanya apabila mereka
sanggup: {1) Menganalisa tujuan kelompok, {2) Membentuk struktur
kelompok, (3} Mengambil inisiatif, (4) Menggerakkan kelompok, (5)
Memungkinkan adanya komunikasi yang efektif dal@p kelompok, (6)
Mengompakkan kelompok, (7) Memuaskan kGremipok, dan (8)
Mengkoordinir kelompok.

Menurut Sugarda (1983) unsur-unsyr) Rengelola yang sanggup
bertanggung jawab sebagai pemimpin sekelompok masyarakat haruslah
memiliki ciri-ciri yang berbefq “eéengan orang-orang yang
dipimpinnya, karena dengan adagya, ciri-ciri yang berbeda inilah
seseorang dapat melaksanakan Twugsi kepemimpinannya. Oleh karena
itu Sugarda menyebutkan baliws ¢iri-ciri pengelola adalah:

1. Lebih terbuka terhaddprmedia massa

2. Lebih bersifat koghopelit

3. Lebih sering wnedakdkan kontak dengan orang-orang pembawa
perubahan

Memiliki tMighat partisipasi sosial yang lebih tinggi
MemilikiNsthtus sosial yang lebih tinggi

Lebih mudah menerapkan pembaharuan (inovasi)

S I AR © I

Penglihatan sosial yang lebih tajam, dalam hal ini seorang
pengelola lebih cepat dapat melihat, memahami akan perasaan-
perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan anggotanya

8. Kecerdasan dan kecakapan yang lebih tinggi

9. Kestabilan emosi yang lebih mantap dalam arti lebih mampu

mengendalikan emosi/perasaan.
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2. Bentuk Keikutsertaan Pengelola KB Desa

Adjid (1985) mengemukakan bahwa ikutsertanya masyarakat
dalam kegiatan pembangunan dan dalam memanfaatkan serta menikmati
hasil-hasil pembangunan yang nyata dapat dikatakan gsebagal suatu
partisipasi dari masyarakat. Keikutsertaan ini timbul karena
adanya suatu kemampuan dari masyarakat untuk bertindak dalam
keberhasilan yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan,
sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan logika
dari yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut.

Ikut sertanya pengelola berpartisipasi dalam program
keluarga berencana merupakan suatu bukti kebathasilan Bangsa
Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya m&rmeianya. Bentuk-
bentuk keikutsertaan para pengelola program jké€luarga berencana
desa diantaranya pendataan PUS, penefgngan dan motivasi,
pembinaan, pelayanan teknis serta evaiuagis/

Pendataan PUS yang merupakém Wilah satu kegiatan para
pengelola KB Desa adalah suapfu, proses kegiatan pengumpulan,
pencatatan dan penyajian dafe. 7Singarimbun (1987) mengatakan
pengumpulan data berguna inuuk menghasilkan gambaran yang dapat
dipercaya dan juga dapat{_meuerikan keterangan sebanyak mungkin.

Teknik-teknik y@ng. dipergunakan dalam mengumpulkan data
menurut Hadari Nawawi ,{1983) ada enam teknik, yaitu: (1) teknik
observagi langsunhs,/ data dikumpulkan melalui pengamatan dan
pencatatan laRgswng pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan
atau situafh, dedang terjadi, (2) observasi tidak langsung, data
dikumpulkan melalui pengamatan dan pencatatan tidak langsung di
tempat, keadaan atau situasi itu terjadi, (3) teknik komunikasi
langsung adalah dengan cara mengadakan kontak langsung secara
lisan atau tatap muka dengan sumber data, (4) teknik komunikasi
tidak langsung adalah data yang dikumpulkan dengan mengadakan
hubungan atau dengan perantara baik berupa alat yang sudah
tersedia maupun alat khusus yang dibuat untuk keperluanitu, (5)

teknik pengukuran adalah mengumpulkan data yang bersifat
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kuantitatif untuk mengetahui tingkat atau derajat tertentu
sebagai suatu ukuran yang relevan, (6) teknik studi
dokumenter/bibliografi, wmengumpulkan data dengan kategorisasi
dan klasifikasi bahan-bahan tertulis, misalnya dari sumber
dokumen maupun buku-buku, dan lain-lain.

Pendataan pada tahun 1994 berorientasi kepada pendataan
keluarga sejahtera (BKKBN, 1994). Karena dari hasil pendataan
tersebut dapat menjaring berbagai indikator dari profil keluarga
di Indonesia dan atau kondisi keluarga sejahtera di Indonesia.
Dengan demikian akan semakin mudah bagi pengelola untuk melihat
bagaimana keadaan masyarakat desa dan juga akan memudahkan para
pengelola program keluarga berencana desa dal@e melaksanakan
kegiatan-kegiatan keluarga berencana sepgriyIvpenerangan dan
motivasi.

Kegiatan pengelola program keluapgp\pgrencana desa selain
pendataan adalah penerangan dan mgljvesi yaitu, suatu proses
penyampaian pesan kepada sasa¥Yap Vdalam rangka menanamkan
pengertian dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, agar
mengerti dan mau melaksanakgbpmuyd (Thomas dalam Wiriaatmadia,
1983) . Keikutsertaan peiighldla dalam usaha penerangan dan
motivasi, salah satunyddiYakukan melalui kegiatan penyuluhan
kepada masyarakat.

Dalam melakdadakdn penyuluhan seorang penyuluh harus
mengetahui dipwna dapat memperoleh pengetahuan yang akan
disuluhkan, ¥ergétahui cara atau metode penyuluhan dengan
mengenal sifal~sifat para sasaran, bahasa dan istilah-istilah
yang mereka biasa pergunakan, dan juga mengetahui teknik
berkomunikasi (Wiriatmadja, 1983). Tetapi berhasilnya usaha
penyuluhan bukan saja tergantung pada kecakapan teknik dari para
penyuluhnya, melainkan pada caranya bergaul dengan rakyat serta
menginsyafkannya, bahwa cara yang disarankan itu menguntungkan

(Teko Soemodiwirjo dalam Wiriaatmadja, 1983).
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Adapun tujuan dari penyuluhan pada dasarnya adalah untuk
merubah perilaku individu dan masyarakat, agar mereka mau
menerima dan mengadopsi inovasi KB. Suatu inovasi seringkali
menuntut adanya perubahan gaya hidup. Perubahan yang terjadi
mungkin menyangkut pola berpikir, pola bersikap maupun pola
bertindak dari individu dan masyarakat. Beberapa hasil studi dari
lapangan menunjukkan pula adanya perbedaan kualitas pada pola
berpikir, pola bersikap, maupun pola bertindak (perilaku) .
Perbedaan kualitas perilaku individu ini dipengaruhi oleh faktor
kebudayaan seperti ekonomi, pendidikan ataupun kepercayaan dan
faktor psikologis dari individu itu sendiri (Eddy Riyanto, 1989) .

Yang dimaksud dengan perubahan-perubahap dari tujuan
penyuluhan di atas adalah supaya sasaran TalydEy terbuka untuk
menerima hal-hal baru. Karena itu proses pgexubahan-perubahan ini
akan membutuhkan waktu yang agak lamay \Bpabila sasaran telah
mengalami suatu perubahan dalam /nidupnya, maka dia dapat
dikatakan telah melaksanakan arjwurafi-anjuran penyuluh, oleh
karena itu telah berlangsung sugtu, proses mental pada dia, proses
mental ini disebut proses addped,/ Tahap-tahap proses adopsi ini
menurut Wiriaatmadja (1983J wdaiah sebagai berikut:

a. Tahap kesadaran atadpgldhayatan (awareness), sasaran sudah
maklum atau mengha$#te Sesuatu hal yang baru

b. Tahap minat (int¥rgst), sasaran mulai ingin mengetahui lebih
banyak perihdl yarig baru

c. Tahap peniNa®an (evaluation)}, sasaran mulai berpikir dan
menilai Retlefangan perihal yang baru tersebut

d. Tahap percobaan (trial), sasaran sudah mulai menccba-coba
dalam luas dan jumlah yang sedikit atau kecil saja

e. Tahap penerimaan (adoption), sasaran sudah yvakin akan

kebenaran atau keunggulan hal yang baru itu.
Mengacu dari tujuan penyuluhan yang telah dikemukakan di

atas maka penyuluhan dalam pelaksanaan program KB adalah juga

merupakan salah satu proses komunikasi tentang ide-ide baru
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gehingga komunikan menjadi berubah perilakunya dan kemudian
dengan kesadarannya sendiri bersedia menerapkan atau
mempraktekkan ide-ide tersebut di dalam kegiatannya sehari-hari.

Untuk mendukung kelancaran penyuluhan program keluarga
berencana desa maka diupayakan adanya suatu pelayanan teknis
yaitu suatu kegiatan yang memberikan kemudahan kepada sasaran
dalam hal bantuan teknis, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada
calon akseptor. Maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan
mutu pelayanan secara mudah, murah, cepat dan aman, serta untuk
meningkatkan jumlah peserta KB aktif dengan menggunakan alat
kontrasepsi efektif.

Pada saat pelayanan teknis dilakukan para prengelola juga
memberikan pembinaan kepada calon-calon akseptwr= Pembinaan dalam
arti para pengelola membimbing, mengarahkan/ ~dan mengaktifkan
peserta keluarga berencana supaya mau beyPerdn aktif dan menjadi
pelaksana dan pengelola program kelugfga\beérencana.

Sebagai kegiatan akhir dard\pidsSes pelaksanaan program
keluarga berencana desa adalgh,.evdluasi, yvaitu suatu proses
feedback dimana hasil yang, §8l&% diperoleh selama pelaksanaan
diperbandingkan dengan gehgcarna dan keadaan semula. Menurut
Wiriaatmadja (1983} evaluasl bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaraf/remajuan usaha untuk mencapai tujuan, dan
menjelaskan lag{\@ps tujuan itu

2. Memperoleh kggémirigan perihal keadaan masyarakat
Mengukur €fektifitas dan metode-metode penyuluhan yang
dipergunakal

4. Menentukan arah penyempurnaan pekerjaan.

Sedangkan menurut Chitambar (1961) kegunaan evaluasi adalah:
1. Membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan/kegagalan
2. Membantu mengkaji maksud dari kegiatan-kegiatan

3. Membantu mengkaji seluruh program

18

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



80588.pdf

4. Membuat supaya penyuluh/pelaksana merencanakan sesuail
kemampuan

Meningkatkan kepercayaan kepada penyuluh

Mengetahui kemajuan dari program yang dilaksanakan

Melihat efisiensi

o ~1 & U

Membuktikan kepada masyarakat terlaksananya keberhasilan dan

kegagalan suatu proyek.

Berdasarkan pendapat Wiriaatmadja dan Chitambar di atas
terlihat bahwa evaluasi adalah sesuatu yang efektif dan
mendatangkan kegunaan serta mempunyai tujuan yang jelas dan
terdefenisi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pregram keluarga
berencana sangatlah penting dilakukan evalasi yaitu untuk

melihat keberhasilan maupun kegagalan progxawm Lersebut.
3. Fungsi Pengelola Keluaygs Rerencana Desa

Dilihat dari keikutsertaan(para pengelola keluarga berencana
desa menunjukkan bahwa keterlibpfan pengelola ini sudah ada sejak
lama seiring dengan tumbilhhya” program keluarga Dberencana itu
sendiri. Badan Koordindsdy Weluarga Berencana Nasional sebagai
pelindung program kglwarga berencana nasional telah merumuskan
bahwa pengelola pr®gfam’keluarga berencana desa berfungsi sebagai
motivator program ~i<luarga berencana di desanya meliputi: (1)
Mendorong dalk —menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi
terhadap pregrzm keluarga berencana, baik sebagai pengelola
maupun ikut menjadi peserta keluarga berencana aktif, (2}
Mendorong dan membantu masyarakat dan keluarga yang ingin datang
ke tempat pelayanan-pelayanan keluarga berencana, (3) Mendorong
masyarakat dan keluarga untuk membangun keluarga kecil yang
sejahtera dan bahagia, Mendorong atau menggerakkan masyarakat dan
keluarga dalam membangun keluarga kecil yang mandiri (BKKBN,
1993) .
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Dari fungsi yang dibawahnya ini jelas terlihat bahwa
pengelola program keluarga berencana desa merupakan suatu modal
penting dalam menunjang keberhasilan keluarga berencana. Dengan

demikian sangat perlu ditingkatkan kepemimpinan mereka.
4., Peranan Pengelola Keluarga Berencana Desa

Pelaksanaan program KB Nasional di tingkat desa, dilakukan
oleh para pengelola dan petugas program, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi serta pemantauan. Semua kegiatan tersebut
dilaksanakan secara sistematis serta saling kait mengkait satu
dengan yang lainnya sehingga merupakan suatyperpaduan dan
kegiatan untuk mencapai tujuan program (M u-/Sendiri. Para
pengelola program ini merupakan institugd \yang berperan dalam
pelaksanaan program KB Nasional dalam /fpigka proses alih peran
kepada masyarakat.

Kepala desa, institusi masyawarat, tokoh masyarakat dan
Petugas Lapang Keluarga Berengapa APLKB) sebagai pengelcla KB
Desa mempunyai peranan yang pedigat penting dalam memajukan
kelancaran program KB Nasigdnal ./ Mereka adalah sebagai petugas dan
pusat komando program(l®liiarga berencana nasional di desa,
sebagai penyuluh, schaGei motivator, sebagai sumber informasi
atau sebagai tempat\(beftanya bagi masyarakat dan juga berperan
untuk menumbuhkdn “@ah mengembangkan kegiatan masyarakat melalui
wadah kegiataihager dapat mengambil alih peran dan tanggung jawab
dalam pengebopllidan program keluarga berencana.

Emelia Handayati juga mengatakan bahwa pengelola program
keluarga berencana desa dapat berperan sebagai konselor dalam
melaksanakan proses konseling. Menurut Donald G. Mortenson and
Alan M. Schmuller dalam Emelia Handayani (1994); konseling dapat
diartikan sebagaili suatu proses hubungan seseorang dengan
seseorang dimana yang seorang dibantu oleh orang lainnya untuk
meningkatkan pengertian dan kemampuannya dalam menghadapi

masalahnya. Kemudian C.H. Patterson yang diikuti oleh Bruce
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Sherzter dan Shelly C. Stone dalam Emelia Handayani mengemukakan

karakteristik yang terkandung dalam batasan konseling tersebut
diantaranya: (1) Berhubungan dengan usaha mempengaruhi perubahan
sebagian besar dari tingkah laku klien secara sukarela, (2)
Kondisi yang. memperlancar perubahan tingkah laku itu
diselenggarakan melalui wawancara, (3) Orang-orang Yyang
memerlukan bantuan itu pada umumnya mempunyai beberapa sumber
dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi kesilitan yang
dihadapinya dan (4) Kesanggupan untuk menunjukkan sikap-sikap dan
suasana seperti iklas, hangat dan simpati adalah hal-hal yang
amat diperlukan (Emelia Handayani, 1994). Oleh karena itu proses
konseling ini sangat baik untuk dilakukan \bartuk menambah
wawancara masyarakat.

Dalam proses konseling ini pengelalw joberupaya membantu
keluarga dalam pemahaman untuk mggewikan dan mengatasi
permasalahan dalam membangun keluafga, géjahtera. Pelaksanaan
konseling keluarga berencana ini/Abeb{Qjuan untuk meningkatkan
pemahaman keluarga mengenai pefiahaman potensi dan meningkatkan
kemandirian keluarga dalam mewuiudkan keluarga sejahtera.

Dari penjelasan di”atag maka terlihat bahwa peranan
pengelola keluarga beremgaria desa dalam usaha mengembangkan
program keluarga berépdend desa senantiasa mengacu pada fungsi
pengelola yang dibaw@kefinya yaitu sebagai motivator di desanya.
Tetapi dalam megjellankan perannya sebagai pengelola keluarga
berencana dit&dsd, terkadang para pengelola ini menghadapi

berbagai hambstan-hambatan. Faktor-faktor penghambat ini

diantaranya: (1) Keterbatasan sarana dan dana bagi pengelola
dalam menyebarluaskan gagasan keluarga berencana, (2} Kurangnya
biaya operasional, (3) Tidak ada alat peraga untuk melakukan

penyuluhan, (4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan (5)

Kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri (BKKBN, 1994) .
Menurut pendataan pada bulan Januari 1993, menunjukkan bahwa

total institusi masyarakat sebagai pengelola program keluarga

berencana desa hampir satu juta institusi yang terdiri dari
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Pembantu DPembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub PPKED dan
Kelompok Akseptor. Jumlah tersebut untuk PPKBD sebanyak 71.053
yang terinci 6.290 merupakan institusi awal, 22.798 institusi
dasar, 29.596 institusi pengembangan dan 12.369 institusi
mandiri. Sedangkan untuk Sub PPKBD yang berjumlah 293.680 yang
terinci 47.064 institusi awal, 100.387 institusi dasar, 105.457
institusi pengembangan dan 40.772 institusi mandiri. Untuk jumlah
kelompok akseptor sebesar 604.865 yang terdiri dari institusi
mandiri 85.559, institusi pengembangan 207.544, institusi dasar
206.603 dan institusi kelompok akseptor awal sebesar 105.159
{(Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Ingtitusi Masyarakat
(PPEBD, Sub PPKBD dan Kelompok Akseptoy)
menurut pendataan bulan Januari/ngse

Kondisi PPKBD Sub PPKRD KelompbkCAakgeptor Total

Awal 6.290 47.064 105.1589 158.513
bDasar 22.798 100.387 206.603 329.788
Berkembang 29.596 105.457 207.544 342 .597
Mandiri 12.369 40.7%2 85.559 138.698
Total 71.053 295 . 520 604.865 969.596

Sumber: BEKKBN 1994

Institusi Yawg termasuk klasifikasi awal adalah institusi
yang ada pehgurus dan telah melakukan kegiatan motivasi.
Institusi yanhg termasuk klasifikasi dasar adalah yang sudah
mempunyai pengurus dan telah melakukan kegiatan motivasi,
pelayanan ulang dan rujukan, pertemuan rutin dan kegiatan
pendataan PUS. Institusi yang termasuk klasifikasi pengembangan
adalah institusi klasifikasi dasar yang telah melakukan kegiatan
program integrasi. Sedangkan institusi yang termasuk klasifikasi
mandiri adalah institusi masyarakat yang masuk klasifikasi
pengembangan yang telah melaksanakan juga kegiatan pendanaan

kelompok upaya kemandirian.
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Dilihat dari kondisi institusi masyarakat yang ada seperti
di atas dapat dikatakan bahwa institusi mempunyail sumbangan
terhadap program KB Nasional bilamana institusi tersebut secara

terus berperan dan berpartisipasi secara aktif.
5. Sasaran Pengelola KB Desa

Sejalan dengan tujuan program keluarga berencana yaitu
pelembagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera
sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung
keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya, yang
sekaligus mendukung program pengendalian J1a7%u pertambahan
penduduk, maka pelaksanaan program keluarga.nErencana diarahkan
kepada dua bentuk sasaran yakni sasarage. lapgsung dan sasaran
tidak langsung.

Sasaran langsung yaitu Pasangan\Usia Subur (PUS) dari
peserta KB, sedangkan sasaran tidak\ la&ngsungnya meliputi Non-PUS
yaitu anak-anak remaja dan orgng, tda (BKKBN, 1991). Dari PUS
diharapkan menjadi peserta KB dTG kemudian dilakukan pembinaan
agar menjadi peserta KB leStWri/ yang selanjutnya mencapail tujuan
akhir dari program KB (uwritiy NKKBS dan akhirnya akan tercipta
tujuan pembangunan, fasidnal yaitu masyarakat yang adil dan
makmur.

Untuk menclpds Gasaran yang telah ditetapkan, maka dibuat
tiga dimensi. arget yang meliputi:

1. Perluasal, prdgram, yaitu usaha untuk mengajak peserta KB baru
sebanyak-banyaknya serta mengembangkan lembaga baru vyang
dikemudian hari diharapkan dapat turut mengelola program.

2. Pembinaan, yaitu usaha untuk lebih memantapkan penerimaan
gagasan KB lestari.

3. Pelembagaan-Pembudayaan, yaitu usaha meningkatkan diterimanya
NKKBS yang membudaya. Disini termasuk pula usaha untuk
mengajak masyarakat dan aparat pemerintah dalam perén serta

mengelola program KB secara mantap (BKKBN, 1991) .
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Selanjutnya untuk merealisasikan ketiga dimensi target yang
telah dikemukakan di atas, maka dilaksanakan berbagai kegiatan
pembangunan yang meliputi (Departemen Penerangan, 1990) :

1. Penerangan dan motivasi, yang diharapkan dapat mendorong
perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakt tentang KB

2. Pelayanan kontrasepsi

3. Penyediaan sarana dan prasarana KB

Penerangan dan motivasi dimaksudkan untuk merubah perilaku
sasaran agar mau mengadopsi program keluarga berencana. Perubahan
perilaku yang dikehendaki tersebut meliputi:

1. Perubahan pada tingkat pengetahuan (Rana Kognitif), vyaitu
perubahan perilaku yang berkenan dengan aspek Jntelektualitas
dan pengetahuan seseorang

2. Perubahan pada sikap (Rana Afektif), ypdbu ményangkut masalah
kebiasaan, perasaan dan emosi

3. Perubahan pada keterampilantindakadl ,(Raza Psikomotorik), yaitu
yvang berkenaan dengan tindakam\seseorang dalam mengerjakan

sesuatu sesual dengan apa yangg.telédh diajarkan.

BAB IV. USAAZ~PEMERINTAH DALAM MEMBINA
PENGELOLA KB DESA

Sehubungan, ¥ehgan peningkatan kualitas pengelolaan terhadap
program keluarda-oérencana desa dalam rangka meningkatkan program
keluarga beévehcana nasional maka pemerintah mengambil peran
sebagai pembina terhadap para pengelola-pengelola keluarga
berencana di desa, dimana bertujuan supaya mereka dapat
menjalankan segala kegiatan-kegiatan yang menyangkut program
keluarga berencana yang ada di desa. Usaha pembinaan terhadap
pengelola program keluarga berencana desa ini dilakukan dengan

kegiatan pelatihan.
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A. Pembinaan Pengelola KB Desa Melalui Kegiatan Pelatihan

Faktor pokok yang harus dipegang dalam pelaksanaan program
keluarga berencana adalah adanya keterampilan dan pengetahuan
yang prima dari tenaga pengelola program keluarga berencana. Hal
ini berkaitan dengan strategi operasional program yang mendukung
tenaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagail
petugas dan yang menyiapkan segala kegiatan yang akan dilakukan.
Oleh karena itu maka para petugas dibekali dengan keterampilan
dan pengetahuan yang cukup tentang program keluarga berencana,
misalnya melalui pelatihan ini.

Pelatihan adalah suatu proses yang membantissasaran untuk
memperoleh aktivitas dalam pekerjaan merekas WErgfang atau yang
akan datang melalui pengembangan kebiasaapshebié@saan pikiran dan
tindakan kecakapan, pengetahuan dan sikap) %@hg propesional sesuai
dengan kebutuhan lapangan. Macam-macim, kRegiatan pelatihan inipun
disesuaikan dengan kebutuhan, “mia¥a dan waktu pelatihan
(Vitayala, 1987).

Tujuan dari pelatihan ,ij~@dalah untuk: (1) meningkatkan
pengetahuan dan keterampidam, péngelola keluarga berencana desa
yang dibina sesuai dengabsRebutuhan berdasarkan jenis atau bentuk
kegiatan vyang dilaXKwias/ (2) Menumbuhkan dan mengembangkan
kemampuan pada pe@Wd&lola keluarga berencana desa yang dibina
untuk menyediakah Gukungan yang diperlukannya sebagai upaya yang
mengarah kepagd—proses alih kelola program, (3} Menumbuhkan dan
mengembangkan Jproses pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera bagi seluruh masyarakat desa yang dibinanya.

Dalam melaksanakan pelatihan ini Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau
instansi-instansi pemerintah lainnya seperti: Departemen Dalam
Negeri, Departemen Keuangan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelatihan ini antara lain
berupa pelatihan operasional keluarga berencana seperti pelatihan

perencanaan, keuangan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan,
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pelayanan kontrasepsi, penyuluhan, komunikasi dan lain-lain.

Supaya kegiatan pelatihan terhadap para pengelola berhasil
dilaksanakan maka dilakukan suatu metode dan teknik yang tepat
dalam proses penyampaiannya, yaitu dengan menggunakan pendidikan
orang dewasa. Prinsip-prinsip yang digunakan antara lain: (1)
Dalam proses belajar, hubungan antara guru dengan murid bersifat
timbal balik dan lebih berupa saling membantu, (2) Lebih
menekankan pada suatu proses belajar dengan teknik komunikasi dua
atau banyak arah untuk memanfaatkan pengalaman orang dewasa, (3)
belajar lebih dipandang sebagal pemecahan masalah daripada
pemberian pelajaran , dan (4) Pegerta bersama-sama pengajar yang
menentukan materi yang akan dipelajari berdas@mskan kebutuhan
(Zainuddin, 1987).

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip\djlatas maka dalam
pelaksanaan latihan diusahakan suasgamj belajar yang santai,
pelatih adalah sebagai pembimbipg, \dan yang mengarahkan,
penggunaan metode pelatihan yang m#har¥k, sesuail dengan kebutuhan
dan waktu yang tersedia.

Sehubungan dengan hal  t®ysEbut di atas, metode pelatihan
yang diberikan oleh Badan Kderdinasi Keluarga Berencana Nasional
antara lain berupa ceramaly diskusi, studi kasus, demontrasi, dan
teknik kerja lapangdu/=Misalnya pelatihan dengan menggunakan
ceramah, merupakanydfazd bentuk interaksi melalui penerangan dan
penataran secaxd~dYisan oleh seseorang terhadap kelompok
pendengar/sasd¥a:®,” atau suatu cara penyampaian bahan pelajaran
dengan alat“peltantara berupa suara/lisan (Vitayala, Aida, 1987).

Tujuan yang dapat dicapai dari ceramah, menurut Wiriaatmadja
(1983) antara lain:

1. Membangkitkan motivasi (dorongan) belajar

2. Menjelaskan suatu bagian pelajaran yang dirasakan sulit oleh
seluruh kelas

3. Mengupas suatu bahan pelajaran

4. Memperluas isi pelajaran
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5. Memberi pengalaman kepada pendengar untuk mengutip hal-hal
yvang penting dalam suatu ceramah.

Dari tujuan di atas terlihat bahwa metode ceramah memberikan
kesempatan pengalaman kepada peserta untuk belajar mendengarkan
suatu uraian secara lisan sebab di dalam kehidupan orang dewasa,
belajar mendengarkan dan memahami suatu pembicaraan adalah
penting sekali dan banyak dijumpai dalam kegiatan hidup sehari-
hari.

Selain metode ceramah di atas, pelatihan dengan menggunakan
metode diskusi juga dapat menunjang usaha pengembangan sikap
sosial dan sikap demokratis serta dapat menumbuhkan dan
mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmigh\ »S8ebab diskusi
adalah kegiatan bertukar pendapat dan pengalEtgisl dalam rangka
memecahkan masalah melalui konsensus as3ay Jpértemuan pendapat
(Vitayala, 1987). Dengan metode diskugd) \gasaran dilatih untuk
mampu bertugas sebagai pemimpin, pghjiniad (observer), pencatat
(Recorder) dan sebagai sumber (ResOwrd€ Person), oleh karena itu
setelah sasaran terjun ke masyaxakat mereka akan terampil dan
mampu menjalankan tugas dengar Jaalkk.

Bentuk-bentuk diskudi\ ddlam kegiatan belajar mengajar
ditinjau dari tujuannya ¥gh Goldberg (1985):

1. The Social Problel/Seiving Meeting, para siswa memecahkan
masalah sosial @Nkeiasnya, dan diharapkan setiap siswa merasa
terpanggil upsukdmiempelajari dan bertingkah laku sesuali dengan
kaidah-kaiolir“yang berlaku.

2. The Open“Endéd Meeting, para siswa berdiskusi mengenai masalah
apa saja yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari

3. The Educational Diagnosis Meeting, para siswa berdiskusi
mengenai pelajaran di kelas dengan maksud untuk saling
mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah
diterimanya agar masing-masing anggota mempercleh pemahaman

yang lebih baik dan benar.
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Pelatihan dengan menggunakan studi kasus yang juga merupakan
salah satu metode yang digunakan dalam melatih para pengelola ini
adalah suatu cara untuk mengajar dengan merangsang seseorang
menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau
situasi dimana masalah itu berada, atas inisiatif sendiri. Studi
kasus terutama dipergunakan dalam latihan-latihan yang bertujuan
untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap dalam mengambil suatu
keputusan.

Menurut Vitayala, (1987) studi kasus bertujuan untuk
menolong para peserta untuk mengembangkan keterampilan, melatih
para peserta dalam melakukan analisa dan mengambil keputusan,
serta untuk wempengaruhi pembentukan sikap dan\ambekali suatu
pengalaman. Dari tujuan di atas maka studi kagws™dapat memberikan
suatu situasi belajar vyang bergantuyad, Jpada keterkaitan
(involvement) dan peran serta (parpigipation) dari para
pesertanya.

Selain metode-metode pelatimanVdi atas Badan Koordiansi
Keluarga Berencana Nasional juga.meriggunakan metode demonstrasi
dan metode teknik kerja lapangslkaryawisata) dalam membina para
peserta, karena kedua metdde  ini merupakan suatu cara yang
efektif dalam menyaijlideyn” bahan pelajaran yaitu dengan
mempertunjukkan obyékfiye secara langsung atau cara melakukan
sesuatu dengan mempferrunjukkan prosesnya, misalnya kunjungan
sejumlah peserta@\gtatu Latihan Keluarga Berencana ke sebuah desa
dengan maksu@~thfuk mempelajari hubungan sosial atau untuk
memperluas \cilkrawala pengetahuan tentang program Xeluarga
berencana.

Dengan penggunaan metode-metode di atas, diharapkan
pelatihan dapat berhasil guna dan berdaya gJuna, dan para
pengelola keluarga berencana desa akan semakin terlatih dan mampu
bertugas di lapangan dengan baik.

Pada PJP I sampai dengan tahun ke-4 Pelita V (1992/1993)
telah dilatih sebanyak 4.539.226 tenaga pengelola program KB,
yaitu Pelita I 37.616 orang , Pelita II 76.68% orang, Pelita III
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168.741 orang, Pelita IV 295.652 orang dan Pelita V s8/d 1992/1993
gsejumlah 1.980.265 orang.

B. Lembaga Pemerintah Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan KB

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional wmerupakan
lembaga pemerintah yang memiliki peranan yang penting dalam
program keluarga berencana di Indonesia. Hal ini disebabkan
karena BKKBN merupakan Badan Koordinasi dalam pelaksanaan program
keluarga berencana dan juga merupakan lembaga pemerintah yang
menjadi unit pelaksana keluarga berencana yang strategis.

Untuk meningkatkan keberhasilan program ke\parga berencana
nasional maka dalam pelaksanaannya Badan K&¢wdinasi Keluarga
Berencana Nasional didukung dan dibantu olkl lembaga-lembaga
pemerintah lainnya, misalnya:

Departemen Kesehatan; merupakan #ni% pelaksana terbesar yang
menangani pelayanan kontrasepsi, /AJIEWVdan pelayanan medis yang
berkaitan dengan keluarga berengdpa.

epartemen Agama;membimbifig, ~dan mengkoordinasi kegiatan-
kegiatan dalam bidang keludr§a ‘berencana di lingkungan Departemen
Agama, membahas hambatar(-hetbatan pelaksanaan keluarga berencana
di dalam masyarakat yé&pg=bgrhubungan dengan BKKBN dan bekerjasama
dengan instansi {{&Ap yang bergerak dalam bidang keluarga
berencana dalam Wmendju masyarakat dan bangsa Indonesia yang
sejahtera dan Wedndr.

epartehen) Palam Negeri;bertindak sebagai penanggung jawab
sektor pembangunan daerah dan bertugas dalam melancarkan
pendidikan keluarga berencana masyarakat desa.

epartemen Penerangan ; membantu aktivitas-aktivitas
keluarga berencana khususnya dalam menciptakan kondisi yang
favourable di kalangan masyarakat, dengan jalan welaksanakan
pers, radio, TV, film dan iklan-iklan.

Lembaga/instansi pemerintah yang lain yang juga aktif dalam

menggerakkan program keluarga berencana adalah Departemen
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Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Departemen
Sosial, Badan Pertahanan Keamanan {(Hankam) dan Badan Perencanaarn
Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dengan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai instansi
pemerintah diharapkan program keluarga berencana baik secara
substansial maupun operasional dapat berkembang denga baik.
Secara substansial perkembangan keluarga berencana bergerak dari
keluarga berencana yang teknis medis murni, menjadi keluarga
berencana yang berintegrasi dengan pembangunan nasional dengan
tujuan pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga kecil Bahagia
Sejahtera. Sedangkan secara operasional bergerak dari program
menjadi suatu gerakan yang berintikan kepaoga kemandirian

masyarakat.

BAB V. KESIMPULAN /DAN\ SARAN-SARAN
1. Kegiroulan

Program keluarga bexénwana nasional yang bertujuan untuk
mengendalikan tingkat{~péftumbuhan penduduk serta untuk
melembagakan dan melWoddyakan Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera memerlukaW pdrtisipasi aktif dari seluruh masyarakat
baik sebagai persntara maupun sebagai pelaksana program.

Keberhas @ program keluarga berencana nasional tidak lepas
dari keberhagilan program keluarga berencana di desa dan
keberhasilan program keluarga berencana di desa tidak lepas dari
peran serta para pengelola keluarga berencana desa. Para
pengelola keluarga berencana desa terdiri dari Petugas Lapang
Keluarga Berencana Desa (PLKB), Kepala Desa, Tokoch Masyarakat dan
Institusi Masyarakat.

Pengelola program keluarga berencana berfungsi sebagai
motivator program keluarga berencana di desanya. Sebagai

motivator berarti para pengelola berfungsi untuk mendorong dan
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menggerakkan masyarakat berpatisipasi terhadap program keluarga
berencana, mendorong masyarakat dan keluarga untuk membangun
keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta mendorong atau
menggerakkan masyarakat dan keluarga dalam membangun keluardga
kecil yang mandiri.

Pada garis besarnya peranan pengelola program keluarga
berencana dega meliputi: (1) Sebagai pengurus, (2) Sebagai
penyuluh, (3) Sebagai Pembina, (4) Sebagai sumber informasi, (5)
Berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan masyarakat
melalui wadah kegiatan agar dapat mengambil alih peran dan
tanggung jawab dalam pengelolaan program keluarga berencana.

Untuk menunjang peranan para pengelola, maka mereka mendapat
pembinaan dari pemerintah yaitu dari Badan Kgeordiansi Keluarga
Berencana Nasional dan bekerjasama dangan lembaga-lembaga
pemerintahan lainnya, yang dilakukan melgluj pelatihan. Pelatihan
ini dimaksudkan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan para pengelola, (2) hen¥dmbuhkan dan mengembangkan
kemampuan para pengelola dan, (3}, Meénumbuhkan dan mengembangkan
proses pembudayaan Norma Kelyssda Kecil Bahagia Sejahtera bagi
Masyarakat yang dibinanya.

Secara umum pembinkamy pengelola program keluarga berencana
desa melalui pelag@an bertujuan agar pengelola keluarga
berencana semakin\ ¥eplihat dan merasa ikut memiliki program,
sehingga akan, %Kutt/ bertanggung jawab terhadap keberhasilan
program kelualda®Yerencana. Dengan demikian para pengelola akan
lebih mampuN\mgrgajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
program keluaraga berencana, sehingga arti dari program keluarga
berencana akan semakin dimengerti dan dihayati oleh seluruh
masyarakat, selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman hidup dan

untuk meraih masa depan keluarganya.
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2, Saran-saran

Penelitian program keluarga berencana perlu terus
dilaksanakan. Khusus mengenai para pengelola program Keluarga
berencana desa perlu suatu penelitian yang mendalam, yaitu untuk
melihat keikutsertaan atau peranan mereka sebagai unsur pengelola
kegiatan program keluarga berencana di desa, juga melihat secara
nyata sejauhmana kebersamaan/kerjasama pengelola tersebut dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.
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Lampiran 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tiap Propinsi
Tahun 1971, 1980 dan 190t i

T ———

Jumlah Penducink (000) Laju Pertumbuhan
MO Propinsi -
1971 1981 1990 1971-1980 |1%80-1%%0
1|Dasral: Istimewa Aceh 2,009 20611 3,410 2-93 2
2|Sumatcra Utara 6,622 B,901 10,2%6 2.60 2.06
J|{Sumut ra Barat 2 2,793 3,407 3,999 W | 1.62
4 |Riau 1,642 2, 165 3,306 3 4.31
S|Jambi 1,006 1,446 2,016 4.07 .38
6 |Sumat. ra Selatan 3,441 4,630 G 277 3.32 3.09
7{Bengk: lu 519 TOH 1,179 4 .39 4.13H i
A Lampna g b S 7 7 4623 G, 001, S 2,65 i
ylurl J karbta 3, 504 6,503 8,2%4 3 .93 2.41% ¢
10|Jawa ' arat 21,624 27,454 35,381 2.66 2
11|Jdawa ‘Tengah 21,8772 25,3713 28,522 1.64 1.168
D .T.Y kyakarta 2,407 2,1 2,913 1.1u 0.%7
L3|lJawa ‘| linug 25,517 29, 1o 32,504 .49 1.08
14 |Bali 2,120 2,470 2,778 .69 1.18
15|Nusa ‘t<nggara Barat 2,204 2,72 3,370 2.36 2:15
16 |Nusa ‘i snggara Timur 2,295 273 31.95 1.79
17 | Timor'T imur - - 3.02 i
18|Kalim:ntan Barat 2,020 = 2:31 2.68 !
19| Kalimontan Tengah 702 3.43 3.88
20|Kalim.:ntan Selatan 1,599 2. A 2.32
21| Kalim:atan Timur 734 i 5.73 4.42
22 |Sulawe 31 Utara 1,718 2 2.31 1.60
2318ulawvii Tengah 914 1 3.86 2,07
2410ulawe 31 Selatan . S 181 174 1.42
2L {Suluw 51 Tenggara . 714 309 3.66
26 | Maluk 1,090 [~ 2.88 2.78
27| Irvian Jaya ¢ +.67 3. 4L
'NDONESIA 173,323 A S . }.57
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dan Pencapaian Peserta KB Baru

Tahun Jumlah Pegerta KB b i Persentase Terhadap

ANggaraa Sasaran/Perkiraazn Pencapaian Sasaran/Pert iraan
69770 100, 000 3,203 53 .1
1 iy 125, D00 151,059 144 .8
¥1,72 '5548, 000 ¥4 . 330 94 .4
G732 1,000,C00 A, 078 ;889 10F 5
T3/74 1,250,000 L T e W 4 189 .5
LELITA I 3,025,000 3,201,458 1058
74/75 1,500,000 1,552 89 - 106.2
T5/76 1,796,000 s T2 AT 10%.5
T 1,976,000 2 a9 g 9 o
77/18 2,296,833 2,238,468 o
IRLT9 2,291,100 2,215,884 ) .
FRLITA Ei 9,859,933 14,236 618 .4
7LD 2,840,071 2,229,791 Ve
80/81 2,677,918 3,051,244 ) <
BE1/82 2,018,109 Z. >,/ @27 .0
62/83 b W al DR ] s 1,476 Fe!
u3/84 4,002,860 D L, 184 ol
PELT'LTA TTT 14,661,553 1 A -5
84/85 4,819,045 4, 5
B5/86 5,284,176 i 5
86/87 5,323, 000 4, <6
87/68 5,589, 007 5., B
Ba/89 4,730,646 s iy )
PELITA TV 25,745, 874 290 =i
29/90 4,582,800 4 5
YG/91 4,612,900 1
Sty 22 4,688,800 -
220973 4,724,200 . %
93 /94 4,951 200 il
PELITA W 23,523,900 9

TOTN, 76.816,26”‘ .8

Sumber :
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L apiran 3. Pencapaian Peverts Ki Baru Mernuru® lMetode Kontrausepsi Selama FJIP I
Jumlah den Ferventase ' bLaru 4
FELITA - —r—- - -— TOTiL
11 1D Kond Gl Vg sarikaen |Het . Gperesi Itiged anat
PELIEA I 1, ¢ 2,854 wul,508 336,66l Ju, 432 - . 1,201,458
S - Il.v 10.6 Ll - - - 100.L9 3
FELIUN TIT AL % fr B 5 TR 0 G5 W 7 19314, 3059 J.laq 3, 204 122,211 1%,236,6l% )
3.8 1.7 12.48 L 1.6 1.2 . 10% .00
FELITA III} 9.% 4,775 |3,808,866 948, 759 17, vs8 2,290,321 360,853 - 17,379,592
I8 | ax.9 5.4 0.1 33.2 z2.1 - 1060.83 |
PELITA 1V 9,5.5,882 |5,316,681 831,968 2,039 208 512,610 377,532 24,675,012 ;
3.5 21.6 3.4 G.0 9 1.5 ¢.0 156 .0%
PELYTA V 6,L' 3,021 |3,85%2,815 421,075 430 653,114 50,902 21,137,327 ;
1.2 le.2 2.0 & 1 3.1 7.4 100,069 f
e, . = g
T ITAL I4,0° 6,305 115,581,585 (3,854,258 61,238 161 1,654,905 1,947,349 4,634,005 4
5.5 40.3 5.0 ti 1.3 2.2 o d.h 1609 99 aﬁ
- . s = ’ ok - ey 1% . - - . . B
Vampss . plrL ee B '




80588.pdf
. ' 51

Lampiran 4. [lersentase Pegerta KB Axtif Menurut Metode Pontxucepsi di Indonesis Selaca ki 1

: Metode Fontraseps:
VYELITA T- oy e S e e S i
vil I Foandom aunt ik .§
= ST s S ISRt Rl ==L 4
T /2 3.2 55.13 i
| 72573 448 L3.5 2.3 i
| | 5 = | 51.5% L.6 25X -
13 Ty 1Y 593 34.0 L ox |
1776 62.2 31.n 5.9 [ .2 - 3,203,735
i | 7 53.8 3+.0 4.2 G.8 .2 - 1,208,520
1/7% 60.1 323 4.4 0.2 § - a, 087,723
13279 64 .4 27.0 9.5 e 2.0 - L,581.%17
11 7. /B0 £1.5 26.Y 5.3 19 z G, 431,517
du/kl 4.1 28,9 6.1 1.4 20 = Ty s, Al
a1/82 64.4 26:9 L 0.9 2.0 - b, BUY, 020
ar’6l 595.8 25.9 S.4 5.9 3.0 = 41,211,285
8.,64 SL.4 27.0 4.9 9.6 3.1 - 14,422,521
v 6., &5 3.8 27.7 q.4 11.2 2.9 - 15,694,632
e. 86 17.9 27.9 4.3 16.3 3.4 9.2 15,31%,%18
8u87 48.5 24.2 4.4 19.0 2.5 0.5 16,480,373
a8/, 88 50.5 22.5 3.9 18.7 3.6 1.2 18,309, v:4
4. 'ny SU. 4 22.4 1.9 17.2 1 ). G 2.3 18, 764, 546
i 1] 41 4 at.0 26 2N | 4 | 18, 505, bl
> »l 17.86 2L.6 v | ¢ R { %o e, 111,271
T 35.6 25.8 2.2 2487 | 8.5 20,262,944
9. ‘93 34.1 24.8 2.0 26.9 5.6 21,378,703
754 32.6 24.5 1.9 8.4 5.5 21, 950,319
\ SR=AR RS R RN SO e S = -ia = £
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_Lampirar 5. Mekanisme Kegiatan Program KB di Desa/Kelurahan

Rencana ¥egiatan Tingkat Top
Kecamatcan Hasil Rakor Kecamatan
e = i
v
i -

Pendekatan Informal

Fzpala Desa A

!

K-kor Desa

e

Persiapan Desa 0Oleh PLKB,
Tokol Hasyarakat, dan

nstitusi , &

..... e

PLEB Kepada Tokoh

2
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